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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/445/2021

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja

1.

dan perlindungan upah bagi pekerja melalui mekanisme
Penyesuaian Upah Minimum yang didasarkan pada kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan, serta pertumbuhan ekonomi
daerah dengan mempertimbangkan produktivitas dan
rekomendasi dari Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
menyebutkan “hasil perhitungan upah minimum
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pengupahan
Kabupaten Kota, hasil perhitungan upah minimum
dimaksud disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk
direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang
ketenagakerjaan Provinsi”;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun
2022,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I di Kalimantan
Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat [ Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1622);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan  Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang

Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6648);

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021

tentang - Tata  Cara  Pengangkatan. Pemberhentian, dan
Pengganti Anggota Dewan Pengupahan. dan Penggantian
Anggota  Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan
Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 846);

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor

188.44/442/2021 tentang Upah Mimimum Provinst Tahun
2022

MEMUTUSKAN:

Upah  Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, berlaku bagi pekerja dengan masa
kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan vang
bersangkutan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) vang tidak tercantum
dalam Lampiran Keputusan  ini, Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) dimaksud berpedoman pada Upah
Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022.

Perusahaan vang telah memberikan upah lebih tinggi dari
ketetapan  Upah Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK)
sebagaimana  dimaksud  diktum KESATU, dilarang
mengurangi atau menurunkan upah.

Perusahaan dilarang membayar upah lebth rendah dari
ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota  (UMK)
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

Bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih,
besarnya upah berpedoman pada Struktur dan Skala Upah.



KETUJUH : Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU dikecualikan bagi pekerja
usaha mikro dan usaha kecil.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

Tembusan:

. Menteri Ketenagakerjaan;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan
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01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

D1tetapkan di Palangka Raya

Tengah;

- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;

- Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;

. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;

dan

. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-Kalimantan

Tengah.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/u15/2021
TANGGAL 20 tvlovemee® 2o

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

—— e
UPAH MINIMUM
| No. KABUPATEN/KOTA |
R S ~ KaB UPATEN/KOTA*““ |
[ 1. PALANGKA RAYA | Rp 2.972.541,60 j
[ E— S— S— —
2. KOTAWARINGIN BARAT | Rp 3.077.218,00 *
T } 2 —
3. KOTAWARINGIN TIMUR , Rp 3.014.732,66 |
4 IBARITO SELATAN | Rp3. 245.604,00 |
. T U
L 5. ' BARITO U TARA | Rp3. 307 767,00 |
| I i R A -
6. _LSUKAMARA | Rp 3.110.304,00 |
7. f LAMANDAU | Rp 3.161.076,00 |
I — — ]
8. | SERUYAN Rp 3.317.667,50 |
[—\-4-*— T
. | KATINGAN Rp 2.980.076,00 1
\L e | !
| ' PULANG PISAU f  Rp 2.954.756,00 |
— 4_______,; — — - —
. | GUNUNG MAS | Rp 2.957.129,29 J
12.  BARITO TIMUR | Rp 2.980.816,54 |
U E— -
; 13 MURUNG RAYA | Rp 3.205.291,00 |
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
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